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Abstrak. 

 
Kondisi Masyarakat disekitar hutan merupakan mayoritas masyarakat miskin dan memiliki pendidikan rendah, 

keterbatasan tersebut membuat masyarakat melakukan perambahan kawasan hutan. Untuk menyelamatkan 

hutan dari perembahan pemerintah melibatkan masyarakat atau memberdayakan masyarakat dalam mengelola 

kawasan hutan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu 
dengan Perhutanan Sosial. Penyuluh kehutanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya 

suksesnya Perhutanan Sosial. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik penyuluh kehutanan di KPHL 

Bukit Daun. Dan Mengetahui kinerja penyuluh kehutanan dalam pendampingan perhutanan sosial: studi kasus 

pada Penyuluh KPHL Bukit Daun tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Desember 2024 

yang berlokasi di KPHL Bukit Daun. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa variabel utama yang diteliti adalah karakteristik penyuluh kehutanan sebanyak 16 orang, dan 

kinerja penyuluh kehutanan. Data sekunder terdiri dari keadaan umum lokasi penelitian, situasi dan sebaran 

jumlah sumber daya penyuluh hutan di KPHL Bukit Daun. Unsur karakteristik penyuluh kehutanan seperti umur, 

masa kerja, tingkat pendidikan, dan frekuensi pelatihan yang diikuti. Kinerja penyuluh kehutanan mengacu pada 

penilaian capaian target kinerja pendamping perhutanan sosial dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang 

ditetapkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan (BPSKL) Wilayah Sumatera. Hasil penelitian 

didapatkan karakteristik pendamping PS KPHL Bukit Daun rata-rata memiliki umur di angka 44,57 Tahun, 
masa kerja rata-rata di angka 14,68 Tahun, tingkat pendidikkan rata-rata berpendidikkan S1 dengan persentase 

81,25% atau 13 pendamping, 2 pendamping berpendidikkan S2 dengan persentase 12,5%, dan 1 pendamping 

berpendidikkan SLTA dengan persentase 6,25%, dan untuk frekuensi pelatihan rata-rata pendamping telah 

mingikuti pelatihan sebanyak 3,62 kali. Nilai kinerja pendamping PS yang didapat berkisar antara 66 hingga 

89,8. Tujuh pendamping mendapatkan nilai “Baik”. Di sisi lain, terdapat Sembilan pendamping mendapatkan 

nilai “Cukup baik”. Mengindikasikan kinerja pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan 

pendamping terhadap kelompok binaan mencapai hasil yang diharapkan. 

Kata kunci: Perhutanan Sosial, HKm, Penyuluh Kehutanan, Kinerja Penyuluh Kehutanan, KPHL Bukit Daun 

Provinsi Bengkulu 
 

PENDAHULUAN 

 

Kondisi Masyarakat yang ada disekitar hutan merupakan mayoritas masyarakat miskin 

dan memiliki pendidikan rendah. Adanya keterbatasan tersebut membuat masyarakat akhirnya 

melakukan perambahan kawasan hutan. Ekawati et al., (2015) yang berpendapat, keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting, mengingat intensitas interaksi 

masyarakat sekitar hutan dengan hutan sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Disamping 

itu petani sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah (Suyanto dan 

Khususiyah, 2006). 

Hal ini tidak dapat dibendung karena adanya keterbatasan lahan garapan masyarakat dan 

ekonomi yang mendesak. Menurut Djamhuri (2008), Alasan utama masyarakat menggarap 

lahan hutan di sekitar tempat tinggal mereka adalah keterbatasan lahan garapan dan rendahnya 

pendapatan. Untuk menyelamatkan hutan dari perembahan yang dilakukan oleh masyarakat 
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maka pemerintah melibatkan masyarakat atau memberdayakan masyarakat dalam mengelola 

kawasan hutan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan permasalahan 

tersebut yaitu dengan Perhutanan Sosial. 

Sosial Forestry sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1989 dalam berbagai sistem. 

Pada saat ini Perhutanan Sosial didasari dan diatur dalam P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 

dan perubahannya Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam 

peraturan ini dijelaskan bahwa Perhutanan Sosial sebagai suatu sistem atau bentuk 

pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau masyarakat hukum 

adat yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga 

ekosistem, dan sosial budaya. 

Penyuluh kehutanan bertanggung jawab untuk membangun kemandirian dan 

memberdayakan masyarakat di wilayah kehutanan. suatu metode yang memungkinkan 

masyarakat hutan untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi dan pendidikan 

keluarga mereka sendiri. Dengan memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk menjaga 

dan memanfaatkan lingkungan hutan, diharapkan terjadi keseimbangan antara masyarakat 

yang tinggal di wilayah kehutanan dan lingkungannya. 

Tujuan penyuluhan kehutanan, menurut Pasal 56 Undang-Undang nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan, adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 

sikap dan perilaku masyarakat sehingga mereka mau dan mampu mendukung pembangunan 

kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran akan 

pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. 

Permasalahannya adalah bahwa kondisi penyuluhan kehutanan selama dekade terakhir 

ini banyak mengalami kemunduran, dan stagnasi. Hal ini terjadi secara nasional dan kondisi 

tersebut juga terjadi di Provinsi Bengkulu sehingga maju mundurnya penyuluh sangat 

bergantung dari apresiasi dari pemegang kebijakan di masing-masing daerah dalam 

memahami tugas dan fungsi strategis penyuluhan kehutanan dalam membangun perhutanan 

sosial. Banyak alih tugas penyuluh kehutanan ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan 

kompetensi penyuluh kehutanan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya tenaga penyuluh 

kehutanan yang mengakibatkan tidak sebandingnya jumlah tenaga penyuluh kehutanan 

dengan jumlah petani/kelompok tani perhutanan sosial yang harus dilayani. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti kinerja penyuluh 

kehutanan dalam pendampingan perhutanan sosial: studi kasus pada Penyuluh KPHL Bukit 

Daun.

MATERI DAN METODE 

 

Waktu dan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Desember 2024 yang berlokasi di KPHL 

Bukit Daun..  

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kamera, alat tulis kantor, 

laptop, kalkulator, kuisioner, dan responden. 

Tipe Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data dasar yang dikumpulkan langsung oleh penyuluh kehutanan. 

Ditentukan berdasarkan hasil angket jangka waktu tetap, observasi, dan wawancara dengan 

penyuluh kehutanan. Pengumpulan data primer ditunjukkan pada (Tabel 1) di bawah ini. 
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Tabel 1. Data Primer

 

No Komponen Variabel 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

1 Karakteristik 
Penyuluh 

1. Umur 
2. Masa kerja 

3. Tingkat pendidikan 

4. Frekuensi pelatihan 

Wawancara 

2 Kinerja 

Penyuluh 

kehutanan 
dalam 

pendampingan 

PS 

1. Sosialisasi perhutanan sosial 

2. Penyusunan rencana kerja perhutanan sosial 

(RKPS) 
3. Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) 

4. KUPS / Pendampingan penguatan kapasitas 

kelembagaan KUPS yang sudah ada 

5. Pelaporan data produksi hasil hutan dalam rangka 
pemungutan dan penyetoran PNBP 

6. Updating database komoditas anggota KPS 

(Nama, Jenis komoditas, Jumlah (satuan), Jumlah 
produksi per bulan) 

7. Pendampingan penetapan produk yang bernilai 

jual / Pendampingan pengembangan sarana 

prasarana jasa lingkungan / Pendampingan 
fasilitasi pengembangan produk 

8. Pelaporan data KPS dan KUPS dampingan sera 

nilai transaksi ekomomi yang ada di KUPS 
dampingan pada sistem informasi GoKUPS 

Wawancara 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaahan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan topik penelitian, data dan informasi dari lembaga atau lembaga yang terkait 

dan berkaitan dengan penelitian, serta data dan informasi dari Balai Penyuluhan Kehutanan 

Kementerian Kehutanan. Pengumpulan data sekunder ditunjukkan pada (Tabel 2) di bawah 

ini. 

 

Tabel 2. Data Sekunder 

No Data sekunder Sumber data 
Metode pengumpulan 

data 

1 Data Penyuluh di KPHL Bukit 

Daun pada tahun 2023 

KPHL Bukit Daun Studi pustaka 

2 Indikator kinerja penyuluh 

kehutanan dalam pendampingan 
perhutanan sosial 

BPSKL wilayah 

Sumatera 

 

3 Laporan hasil penilaian sikap dan 

perilaku pendamping PS 2023 oleh 
BPSKL wilayah Sumatera 

BPSKL wilayah 

Sumatera 

 

4 Informasi dan Data yang 

mendukung penelitian. 

Skripsi dan Jurnal Studi pustaka dari 

dokumen, arsip dan 
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penelitian-penelitian 

 

 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer berupa variabel utama yang diteliti adalah karakteristik 

penyuluh kehutanan sebanyak 16 orang, dan kinerja penyuluh kehutanan. Data sekunder 

terdiri dari keadaan umum lokasi penelitian, situasi dan sebaran jumlah sumber daya penyuluh 

hutan di KPHL Bukit Daun.  

Metode pengumpulan data utama yang digunakan terdiri dari observasi lapangan, 

wawancara, dan pencatatan melalui kuesioner wawancara yang dibagikan langsung kepada 

penyuluh kehutanan di KPHL Bukit Daun. Kemudian data sekunder diperoleh melalui kajian 

literatur terkait, informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Bungkulu, KPHL Bukit Daun, dan 

Balai Penyuluhan Kehutanan sesuai dengan data yang diperlukan. 

 

Analisis Data 

Karakteristik Penyuluh 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah karakteristik atau profil 

individu seseorang. Unsur karakteristik individu penyuluh menjadi penting untuk diperhatikan 

karena dapat mempengaruhi kerja penyuluh. Karakteristik penyuluh kehutanan seperti umur, 

masa kerja, tingkat pendidikan, dan frekuensi pelatihan yang diikuti. 

Kinerja Penyuluh Dalam Pendampingan Perhutanan Sosial tahun 2023 

Kinerja penyuluh kehutanan dalam pendampingan perhutanan sosial mengacu pada 

penilaian capaian target kinerja pendamping perhutanan sosial dalam melaksanakan tugas-

tugas pokok yang ditetapkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan (BPSKL) Wilayah 

Sumatera, berdasarkan surat yang dikeluarkan S.61/X-1/BPSKL-0/PSL.3/3/20 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Profil Penyuluh Kehutanan 

Secara umum faktor-faktor yang dapat berhubungan dengan kinerja penyuluh kehutanan 

yaitu karakteristik profil penyuluh. Profil penyuluh kehutanan adalah beberapa ciri individu 

penyuluh yang relatif tidak berubah dalam waktu singkat. Subpeubah profil penyuluh yang 

diteliti dalam penelitian ini yaitu umur, masa kerja, tingkat pendidikan dan frekuensi 

pelatihan. Profil penyuluh kehutanan di KPHL Bukit Daun secara singkat dijelaskan sbb. 

 

A. Umur Pendamping PS KPHL Bukit Daun 

Salah satu indikator untuk mengetahui karakteristik pendamping PS yaitu umur, karena 

umur sangat menentukan keahlian atau pengetahuan penyuluh dalam melakukan pekerjaannya 

(Rahmani et al., 2018). Tabel 6 menunjukkan gambaran umum karakteristik umur 

pendamping PS di kawasan KPHL Bukit Daun. Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa 

rata-rata pendamping PS KPHL Bukit Daun memimiliki umur di angka 44,56 Tahun. 
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Gambar 1. Grafik Rata-Rata Umur Pendamping PS KPHL Bukit Daun 

Jika dilihat berdasarkan hasil kinerja pendamping PS didapatkan pendamping yang 

mendapatkan nilai kinerja “baik” rata-rata memiliki umur 43,5 Tahun sedangkan pendamping 

yang mendapatkan nilai kinerja “cukup baik” rata-rata memiliki umur 45,3 Tahun, 

ditampilkan dalam Gambar 1. Kemampuan fisik orang berumur muda berbeda dengan orang 

yang berumur tua. Kemampuan fisik seseorang akan menurun seiring usia, terutama dalam hal 

kekuatan tubuh, tetapi orang berumur lebih tua akan memiliki lebih banyak pengalaman dalam 

menyelesaikan tugas. Ini sejalan dengan pendapat Lantang et al., (2014), Kemampuan fisik 

seseorang untuk melakukan pekerjaan sangat berhubungan dengan umur mereka. 

 

B. Masa Kerja 

Berdasarkan Tabel 6 pendamping PS di KPHL Bukit Daun memiliki masa kerja lebih 

dari 10 Tahun berjumlah 13 pendamping, dan terdapat 3 pendamping PS dengan masa kerja di 

bawah 10 Tahun dengan rata-rata masa kerja pendamping yaitu 14,68 Tahun. Hasil ini selaras 

dengan data umur penyuluh kehutanan, yang sebagian besar tergolong dalam kategori tua 

sehingga secara langsung atau tidak sebagian besar penyuluh kehutanan memiliki masa kerja 

yang lama. 

 
Gambar 2. Grafik Rata-Rata Masa Kerja Pendamping PS 

Jika dilihat berdasarkan hasil kinerja pendamping PS didapatkan pendamping yang 

mendapatkan nilai kinerja “baik” rata-rata memiliki masa kerja 12,7 Tahun sedangkan 

pendamping yang mendapatkan nilai kinerja “Cukup baik” rata-rata memiliki masa kerja 16,2 

Tahun, ditampilkan dalam Gambar 2. Hal ini menunjukkan, dengan rata-rata pendamping 

yang memiliki masa kerja cukup lama tidak dapat menjadi penentu maksimal tidaknya kinerja 

pendamping, tentu saja maksimal tidaknya kinerja pendamping dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Uno dan Lamatenggo (2012), menyatakan bahwa ada banyak variabel yang dapat 

memengaruhi kinerja seseorang. Menurut penelitian sebelumnya, ada dua faktor yang dapat 

memengaruhi kinerja seseorang: faktor internal, yang terdiri dari hal-hal yang ada pada diri 

seseorang, dan faktor eksternal, yang terdiri dari situasi sosial atau lingkungan di mana 

seseorang melakukan tugasnya. 
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Sejalan dengan pendapat Firmansyah (2015), yang mengatakan bahwa Kinerja penyuluh 

kehutanan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Kinerja penyuluh 

kehutanan seperti halnya penyuluh pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor individu, faktor 

psikologis dan lingkungan atau organisasi tempat penyuluh bertugas. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa penyuluh kehutanan di Kabupaten Cianjur seringkali tidak bersemangat 

dalam menjalankan tugasnya. Ini tentu dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah 

motivasi dan kepuasan kerja penyuluh kehutanan yang rendah. 

Robbins dan Judge (2008), menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi 

kinerja seseorang di dalam organisasi, orang yang sangat puas dengan pekerjaan mereka 

memiliki sikap yang positif terhadap pelaksanaan pekerjaan mereka, sedangkan orang yang 

tidak puas dengan pekerjaan mereka memiliki sikap yang negatif. Menurut Zainun (2004), 

kepuasan kerja akan membuat seseorang berusaha keras dan memberikan perhatian yang 

penuh pada pekerjaannya. Widiyawati (Hubeis 2007), menemukan bahwa karyawan yang 

termotivasi akan menggunakan 80 hingga 90% kemampuan mereka, sedangkan karyawan 

yang tidak termotivasi hanya akan menggunakan 20 hingga 30 persen kemampuan mereka. 

 

C. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan ialah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan pada diri seseorang. 

Tingkat pendidikan dapat dikatakan sebagai pendidikan terakhir formal yang pernah ditempuh 

seseorang. Pendidikan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pikir seseorang. 

(Gusti et al., 2022). Berdasarkan Tabel 6 pendamping PS di KPHL Bukit Daun yang berlatar 

belakang pendidikkan S1 berjumlah 13 pendamping, pendamping yang berlatar belakang S2 

berjumlah 2 pendamping, dan terdapat 1 pendamping yang berlatar belakang SLTA.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan Asmoro (2009), yang menyatakan bahwa penyuluh 

kehutanan terampil di Kabupaten Kuningan dan Purwakarta Provinsi Jawa Barat memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh di pendamping PS di 

KPHL Bukit Daun sadar betapa pentingnya pendidikan formal bagi seorang pendamping PS, 

akan tetapi berdasarkan hasil ini pendidikan formal tidak dapat menjadi jaminan untuk 

pendamping mendapatkan hasil kinerja yang maksimal. 

 
Gambar 3. Grafik Pendidikan Pendamping 

Jika dilihat berdasarkan hasil kinerja pendamping PS didapatkan rata-rata pendamping 

yang berpendidikkan S1 dengan persentase 81,25% atau 13 pendamping, 2 pendamping 

berpendidikkan S2 dengan persentase 12,5%, dan 1 pendamping berpendidikkan SLTA 

dengan persentase 6,25%, ditampilkan dalam Gambar 3. 

 

D. Frekuensi Pelatihan 

Pelatihan merupakan suatu proses teratur yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap seseorang pendamping PS, sehinggah mereka dapat 
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melakukan tugas atau pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif. Seberapa sering pelatihan 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu disebut frekuensi pelatihan. Berdasarkan Tabel 6 

pendamping PS di KPHL Bukit Daun rata-rata pendamping memiliki frekuensi pelatihan 

sebanyak 3,62 kali. Menurut Firmansyah (2015), mengatakan bahwa penyuluh memerlukan 

perhatian dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan jumlah pelatihan yang diberikan 

kepada mereka, terutama sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah binaan penyuluh 

kehutanan. 

 
Gambar 4. Grafik Rata-Rata Frekuensi Pelatihan 

Jika dilihat berdasarkan hasil kinerja pendamping PS yang mendapatkan nilai kinerja 

“baik” rata-rata memiliki frekuensi pelatihan sebanyak 4 kali sedangkan pendamping yang 

mendapatkan nilai kinerja “cukup baik” rata-rata memiliki frekuensi pelatihan sebanyak 3 

kali. Hal ini menunjukkan, dengan rata-rata pendamping yang memiliki jumlah frekuensi 

pelatihan yang lebih banyak dapat merujuk ke kinerja pendamping lebih maksimal.  

Sapar et al., (2011) menyatakan bahwa ada korelasi langsung antara kinerja penyuluh 

dan frekuensi pelatihan. Tinggi rendahnya intensitas atau frekuensi pelatihan yang diberikan 

kepada penyuluh kehutanan dapat berdampak pada kompetensi penyuluh dalam melaksanakan 

tupoksinya. Terdapat 1 pendamping yang telah mengikuti frekuensi pelatihan sebabanyak 11 

kali akan tetapi pendamping mendapatkan nilai kinerja “cukup baik” hal ini bisa saja 

dipengaruhi oleh faktor umur pendamping yang sudah masuk kategori tua dan pendidikkan 

pendamping yang hanya SLTA. 

Pendamping mengatakan bahwa pelatihan yang mereka terima seringkali tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi di wilayah binaan pendamping. Pendamping PS KPHL Bukit 

Daun masih sangat bergantung pada program pelatihan yang diadakan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

Hasil Evaluasi Kinerja Pendamping PS 

Tabel 3. Hasil Evaluasi Kinerja Pendamping PS Tahun 2023 

No Kelompok Dampingan Skema 

PS 

Target 

Kinerja 

Target 

Sikap 

Perilaku* 

Hasil  Kategori 

1 GapoktanHut Kibut Lestari Hkm 55,1  30  85,1  Baik 

2 LD Bukit Daun Permai HD 58,6  30  88,6  Baik 

3 LD Bersahabat HD 59,5  30  89,5  Baik 

4 HD Lestari Alam Jupi HD 59,5  29,5  89  Baik 

5 Gapoktan Sepakat Hkm 58,6  30  88,6  Baik 

6 Gapoktan Hkm Senali Hkm 61,3  28,5  89,8  Baik 

7 Gapoktan Hkm Lubuk Banyau Hkm 51,6  28,5  80,1  Baik 
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8 Gapoktan Cu’up Midar Hkm 48,1  29  77,1  Cukup Baik 

9 KTH Gunung Bungkuk Hkm 49  29,5  78,5  Cukup Baik 

10 KTH Pilar Indah Hkm 49  30  79  Cukup Baik 

11 Gapoktan Panorama Bukit 

Kambing 

Hkm 41,1  28,5  69,6  Cukup Baik 

12 Gapoktan Karya Bersama Hkm 44,6  30  74,6  Cukup Baik 

13 Gapoktan Hkm Kurotidur Hkm 38,5  27,5  66  Cukup Baik 

14 GapoktanHut Maju Bersama Hkm 49  30  79  Cukup Baik 

15 GapoktanHut Telaga 7 Warna Hkm 43,8  30  73,8  Cukup Baik 

16 LPHD Curug Sembilan HD 46,4  30  76,4  Cukup Baik 

Ket: *:  

Laporan hasil evaluasi kinerja pendamping PS Tahun 2023 oleh BPSKL Wilayah Sumatera 

 

Kinerja individu dipengaruhi oleh banyak variabel. Menurut penelitian sebelumnya, 

ada dua faktor yang dapat memengaruhi kinerja seseorang yaitu faktor internal, yang terdiri 

dari hal-hal yang ada pada diri seseorang, dan faktor eksternal, yang terdiri dari situasi sosial 

atau lingkungan di mana seseorang melakukan tugasnya. 

Karena masing-masing ahli memiliki perspektif yang agak berbeda, ada banyak 

batasan dan definisi kinerja. Namun demikian, mereka secara prinsip setuju bahwa kinerja 

mendorong orang untuk bekerja lebih baik di tempat kerja. Tingkat kinerja penyuluh di bidang 

penelitian masing-masing telah ditentukan oleh sejumlah peneliti. 

Suhanda et al., (2009), menyelidiki tingkat kinerja penyuluh pelibatan masyarakat, 

analisis potensi dan kebutuhan, pembuatan program, rencana kerja, materi penyuluhan, 

penerapan metode penyuluhan, pertumbuhan dan pengembangan kelompok, peningkatan 

kelembagaan ekonomi, evaluasi dan pelaporan, pengembangan profesionalisme, jaringan dan 

kolaborasi, tatalaksana kantor, dan pengembangan keswadayaan dan keswakarsaan petani. 

Berdasarkan kategori kinerja pendamping PS yang dikeluarkan oleh BPSKL Wilayah 

Sumatera, terdapat 3 kategori yaitu Baik dengan persentase nilai >80, Cukup baik dengan 

persentase 60,1-79,9, dan Kurang baik dengan persentase <60. Dapat dilihat pada Tabel 7, 

bahwasannya berdasarkan kategori tersebut maka terdapat 7 pendamping PS yang 

mendapatkan nilai Baik, dan 9 pendamping PS yang mendapatkan nilai Cukup baik, dengan 

rentang nilai antara 66 hingga 89,8. Mengindikasikan bahwa kinerja pendamping dalam 

melaksanakan tugas-tugas pokok dan pendamping terhadap kelompok binaan mencapai hasil 

yang diharapkan. Secara keseluruhan, meskipun pendidikan dan pengalaman kerja penting, 

kinerja pendamping juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti, lokasi geografis, karaktersitik 

kelompok binaan, serta tingkat tantangan yang dihadapi di lapangan. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Karakteristik pendamping PS KPHL Bukit Daun rata-rata memiliki umur di angka 44,57 

Tahun, masa kerja rata-rata di angka 14,68 Tahun, tingkat pendidikkan rata-rata 

berpendidikkan S1 dengan persentase 81,25% atau 13 pendamping, 2 pendamping 

berpendidikkan S2 dengan persentase 12,5%, dan 1 pendamping berpendidikkan SLTA 
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dengan persentase 6,25%, dan untuk frekuensi pelatihan rata-rata pendamping telah 

mingikuti pelatihan sebanyak 3,62 kali. 

2. Nilai kinerja pendamping PS yang didapat pada tabel 11 berkisar antara 66 hingga 89,8. 

Tujuh pendamping mendapatkan nilai “Baik”. Di sisi lain, terdapat Sembilan pendamping 

mendapatkan nilai “Cukup baik”. Mengindikasikan bahwa kinerja pendamping dalam 

melaksanakan tugas-tugas pokok dan pendamping terhadap kelompok binaan mencapai 

hasil yang diharapkan. Secara keseluruhan, meskipun pendidikan dan pengalaman kerja 

penting, kinerja pendamping juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti, lokasi geografis, 

karaktersitik kelompok binaan, serta tingkat tantangan yang dihadapi di lapangan.  
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